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ABSTRAK

Wati, Ayu Lisa. 2024. Konfigurasi Politik Dan Produk
Hukum Undang-Undang Informasi Dan  Transaksi
Elektronik. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara
Fakultas Syariah  Universitas Islam  Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Yunas
Derta Luluardi, M.A.

Perubahan kedua UU ITE masih memuat pasal karet
sehingga tidak menjamin kepastian hukum serta adanya
proses legislasi yang minim partisipasi publik. Dalam kondisi
demikian tidak ada progress yang berarti terhadap perubahan
kedua UU ITE ini jika dibandingkan UU ITE yang dahulu,
sebab pada UU ITE Nomor 1 tahun 2024 masih membuka
kesempatan penafsiran yang berbeda dari penegak hukum
sehingga tidak tercipta kepastian hukum bagi masyarakat.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konfigurasi politik
UU No 1 tahun 2024 dan menjelaskan akibat hukumnya.
Kegunaan penelitian, secara teoritis untuk memberikan peta
konfigurasi politik dan produk hukum. Sedangkan secara
praktis untuk bahan evaluasi bagi pemerintah dalam proses
legislasi produk hukum

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum
normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang,
pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan
kasus. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah
segala peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan
dengan tema penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder
berkenaan dengan buku atau publikasi yang mempunyai topik
yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun Teknik
analisis penelitian ini  menggunakan teknik analisis
perskriptif, yakni memberikan argumentasi atas hasil
penelitian yang dilakukan dengan menggunakan logika
penalaran deduktif.

Hasil dari penelitian ini menjawab dua permasalah
utama yang dikaji, pertama konfigurasi poliktik UU No 1
tahun 2024 condong pada kutub konfigurasi otoriter, sebab
tidak terpenuhinya tiga indikator bekerjanya pilar demokrasi
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seperti yang ditentukan Mahfud MD. Sehingga karakter
produk hukumnya konservatif/elitis/ortodoks dengan dasar
pada proses pembentukannya kurang partisipatif, tidak
aspiratif dan masih multitafsir. Kedua, akibat hukum yang
timbul adalah kemunduran demokrasi di Indonesia terkhusus
dalam pembentukan produk hukum, kebebasan sipil, dan
kebebasan pers.

Keywords: Konfigurasi Politids Produk Hukum, UU ITE




ABSTRACT

Wati, Ayu Lisa. 2024. Political Configuration and Legal
Products of Electronic Information and Transaction. Thesis
State Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic
University K.H. Abdurrahman  Wahid Pekalongan.
Supervisor Yunas Derta Luluardi, M.A.

The second amendment to the ITE Law still contains
rubber articles that do not antee legal certainty and a
legislative process that Ic participation. In such
conditions, there is
amendment to the ed to the previous

S0 as not i unity. This
study aim iti i n of Law
No. 1 of in_i ces. The

usefulness h is theoretically
political ¢ s and legal prod
| for the governm
cts.

researchis nor
ceptual, historica

analyzing this re
namely providin ults of research
conducted using deductive reasoning logic.

The results of this study answer the two main
problems studied, first, the political configuration of Law No.
1 of 2024 leans towards the authoritarian configuration pole
because it does not fulfill the three indicators of the operation
of the pillars of democracy as determined by Mahfud MD. So
the character of the legal product is

Xi



conservative/elitist/orthodox because the formation process is
less participatory, not aspirational, and still has multiple
interpretations. Second, the legal consequences that arise are
the decline of democracy in Indonesia, especially in the
formation of legal products, civil liberties, and freedom of the
press.

Keywords: Political Configuration, Legal Products, ITE
Law
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahfud MD dalam teori konfigurasi politik dan
produk hukum menyatakan jika halnya karakter produk
hukum ditentukan oleh suatu konfigurasi politik. Negara
yang condong pada ikli nfigurasi politik demokratis
idealnya membentuk um yang responsive, dan
berlaku hal yang hukum yang bersifat
konservatif, or i dihasilkan oleh

MD dib konfigurasi
politik i politik
otorite I a indikator, pe nya partai
politik men| Karena be kendali

ekseku i vensionis
ketiga,
memiliki indikat
a parlemen dala kan arah
kedua, ‘adanya n

dalam dua jenis
yakni konser rhadap karakter
produk hukum yang korservatif/ortodoks/elitis
pembuatannya sentralik-dominatik di mana muatannya
positive-intrumentalis  dan  rinciannya  multitafsir,
sedangkan untuk karakter produk hukum yang responsive

Moh Mahfud Md, Politik Hukum Di Indonesia, Ed. Revisi
(Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2017), 12.
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pembuatannya par tisipatif, muatannya aspiratif, dan
rinciannya tidak multitafsir atau limitative.> Hal ini terjadi
tidak lain karena hukum adalah determinasi kekuasaan,
sehingga penting untuk mengelaborasi lebih lanjut tahapan
pemerintah yang menderivikasikan beragam jenis
konfigurasi politik sehingga mempengaruhi karakter
produk hukumnya.
Undang-Undang
perubahan kedua Un

or 1 tahun 2024 tentang
Nomor 11 tahun 2008
ektronik (selanjutnya
beberapa Kkali
jlakukan pada

Per

19 Tahun 2016
ang-undang No
yelesaikan masal
edua, / Adanya
ap pasal 27 ayat

pasal yang

2 |dul Rishan, Hukum Politik Dan Ketatanegaraan, Cet. Perta
(YOGYAKARTA: FH Ull PRESS, 2020), 11.

® pasal karet ialah pasal yang bersifat subjektif atau bergantung
pada siapa yang memberikan penafsiran terhadap pasal tersebut sehingga
makna dari pasal tersebut beragam sesuai siapa yang menafsirkan
(multitafsir).



68

penerapannya tidak tepat sasaran kepada subjek yang
seharusnya berdasarkan ketentuan tersebut.*

Sebagai contoh yakni kasus yang menimpa Daniel,
seorang aktivis lingkungan hidup di Karimunjawa. Daniel
divonis tujuh bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan
Negeri Jepara karena dinyatakan bersalah melanggar pasal
28 Ayat (2) UU ITE dengan alasan menurut majelis hakim
bahwa kritik yang disaggaaikan Daniel dalam akun
facebook pribadinya an rasa kebencian untuk
kelompok berdasarkan  atas
suku,agama, (SARA).” Tidak
sampai disi

s lepas dari sega

a dibatalkan.®
juga ‘menimpa g aktivis
di Karimunjaw I i

in dan Sumarto

adanya perist

* Amri Dunan and Bambang Mudjiyanto, “Pasal Karet Undang-
Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bermasalah,” Jurnal
Kominfo 3 (2022): 217,
https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/view/5021.

® [ihat Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa

® lihat Putusan Nomor 374/P1D.SUS/2024/PT SMG

" Kristi Dewi Utami, “Tidak Ada Peristiwa Pidana, Penyelidikan
Tiga  Aktivis  Karimunjawa  Dihentikan,”  kompas.id, 2024,
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/05/26/tidak-ada-peistiwa-



69

Selanjutnya kasus yang menyita perhatian publik
dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang
dilakukan oleh Fatia dan Haris terhadap Luhut Binsar
Panjaitan yang menjabat sebagai Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves). Haris
dituntut bersalah melanggar pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45
Ayat (3) UU ITE Jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Sedangkan
Fatia dituntut bersalah nggar pasal 27 ayat (2) Jo
pasal 45 ayat (3) UU asal 55 ayat (1) KUHP.
Putusan Nomor
Putusan  Nomor

k terbukti
ut. Hal ini
Menteri,

tang. Pedoman
dang= Undang hun 2008
dan Transaksi El i i
n Undang - Unda : hun 2016

odcast adalah tela
han hasil kaji

pidana-penyelidikan-tiga-aktivis-karimunjawa-dihentikan diakses pada
Selasa, 04 Juni 2024 pukul 22:13 WIB.

8 Ady Thea DA, “Hakim Perkara Haris-Fatia: Kata Lord Bukan
Menggambarkan Kondisi Buruk, Jelek, Atau Hinaan,” hukumonline.com,
2024, https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-perkara-haris-fatia--
kata-lord-bukan-menggambarkan-kondisi-buruk--jelek--atau-hinaan-
[t659f4df4da3e8/?page=2 Diakses pada Kamis, 05 Juni 2024 pada pukul
22:07 WIB.
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implementasi UU ITE sehingga kerap kali tidak
memberikan kepastian hukum.

Problem yang sering terjadi di masyarakat terkait
dengan ancaman kriminaslisasi, pembungkaman kritik dan
kebebasan berekspresi adalah kasus yang paling banyak
muncul sejak UU ITE di sahkan. Pasal-pasal karet yang
multitafsir membuat implementasi penegakan undang-
undang ini semakin menj dari tujuan hukum nasional.
Pasal 27 ayat (3), pas 2) dan (3), serta pasal 29

akat meyakini saat ini kritis terhadap negara

diubah dan dianggap menjadi ancaman pada negara dan
oleh hukum dibawa ke proses hukum, dengan alasan yang
bisa dlcarl dan bisa jadi mudah ditemukan. Kebebasan
berekpre3| diancam terali besi, hak berblcara dihadiahi
penjara]:Sem@ya dibuat secara model untuk dan atas
nama penegakan hukum, di mana a\m ITE hadir
agar mMakaat bersosial med ngdn Dijak justru

menjadi.  senj

an pasal-pasal
multitafsir ter i ukan perubahan
kedua dengan Presiden menyampaikan Surat Presiden
Nomor R-58/PRES/12/2023 mengenai RUU ITE

® Kendry Tan, “Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi
Dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan,” Jurnal
Hukum  Samudra  Keadilan 17, no. 1 (2022): 18,
https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.3376.

10 Rishan, Hukum Politik Dan Ketatanegaraan, xxiii.



71

perubahan kedua kepada Ketua Dewan Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia.'

Perubahan kedua Undang - Undang ITE telah
ditandatangani oleh DPR dalam rapat paripurna 5
Desember 2023. Di mana dalam pembahasan tersebut
masih belum mengoptimalkan partisipasi masyarakat yang
bermakna, sebab dalam pembahasannya hanya beberapa
kali saja rapat diumu terbuka.’> Hal ini turut
dibenarkan oleh Wakj omisi 1 DPR RI, Abdul
Kharis Almasyharj an jika pembahasan

Tahun 2011
ng-Undangan t
dan pasrtisipasi kat untuk
bangkan. pendapat

ih lanjut
ini telah

ext=RUU
en Joko Widodo

Perubahan Kedua
kepada,2023 tangga
2024 pukul 05.50 WIB.

2 YLBHI, “KOALISI SERIUS Mendesak Penundaan
Pengesahan  Revisi Kedua UU  ITE,” ylbhiorid, 2023,
https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/koalisi-serius-mendesak-
penundaan-pengesahan-revisi-kedua-uu-ite/ diakses pada hari Jumat 12
Juli 2024 pukul 15:23 WIB.

3 Dpr RI Komisi I, “Abdul Kharis Jelaskan Sebab Pembahasan
Revisi UU ITE Kerap Dilakukan Tertutup,” dpr.go.id, 2023, Abdul
Kharis Jelaskan Sebab Pembahasan Revisi UU ITE Kerap Dilakukan
Tertutup diakses pada hari Kamis, 16 Mei 2024 pukul 06.05 WIB.
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melenceng dari  nilai  demokrasi yang sangat
mengedepankan partisipasi masyarakat yang bermakna
karena tidak transparan dan akuntabel.

Adapun pada revisi kedua, pemerintah tetap
mempertahankan pasal-pasal karet yang menjadi sumber
kriminalisasi dan pertentangan dari masyarakat, dengan
tetap dipertahankannya “pasal karet” tersebut memicu
pembatasan kritik. Sehigga produk hukum yang

minimnya keterb jsipasi  publik yang

sebut, penulis

Informasi dan Tr.
at hukum dari k
- Undang Info

Transaksi

: produk hukum
Undang — aksi Elektronik.

2. Menganalisis akibat hukum konfigurasi politik dan
produk hukum Undang - Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
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Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat
memberi wawasan dan informasi akademik tentang
masalah yang timbul dalam bidang hukum, khususnya
dalam ilmu hukum tatanegara, yang bersangkut paut
dengan konfigurasi politik dan produk hukum Undang -
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

. Kegunaan Praktis

Hasil yang hen
bahwa nantinya d

dicapai dari penelitian ini
eri bahan evaluasi bagi

dan menjadi
kat dalam
partisipasi
termasuk
menjawab

yang | responsive
gah masyarakat.

el 1. 1 Penelitian Relé

ini

onfigurasi
politik di
indonesia adalah
Indonesia Konfigurasi | konfigurasi
Ditinjau dari | Politik politik yang
Hukum demokratis, dan
Tatanegara produk

(2021)"

1 UMMU AWALIAH, “Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum

Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Tata Negara Islam” (Skripsi,
Program Studi Hukum Tatanegara, UIN Alauddin, Makassar, 2021).
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No Nama Judul Metode Kesimpulan
Penelitian,
Teori
Islam hukumnya
memberi hak
kebebasan
berekspresi serta
memberikan
ruang untuk
partisipasi  aktif
dalam
menentukan
kebijakan.
Dalam  hukum
anegara islam,

RUU
KUHP)

ini  telah
njukan
yang
na

pemimpin  yang
menjabat  pada
masa itu. Jika
pemimpin
mampu
menampung

aspirasi
maka

rakyat
produk

' Nur Ica Safitri, “Pengaruh Konfigurasi

Politik Terhadap
Produk Hukum Di Indonesia ( Tinjauan Terhadap RUU KUHP ),” 2022.
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No Nama Judul

Metode
Penelitian,
Teori

Kesimpulan

rumusan

hukum yang
dihasilkan
responsive.
Pengaruh
konfigurasi
politik terhadap
Rancangan
Undang -
Undang KUHP
adalah  bahwa
konfigurasi
olitik RUU
P berada
kutub
er dengan
k  hukum
mempunyai
ter

oks.

karet yang
dung

nasional
sehingga untuk
turut serta dalam
memajukan
Indonesia
terutama dalam
perkembangan
teknologi

% Tan, “Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan
Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan.”
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No Nama Judul Metode Kesimpulan
Penelitian,
Teori
informasi

diperlukan revisi
terhadap  pasal
multitafsir yang
terdapat pada
UU ITE.

4, Nabila
Septia
Imani

(2023)"

ladder
citizen

Politik  hukum
dari UU No 13
tahun 2022

adalah untuk

es legislasi
meaningfull

si terbaru
berada
klasifikais
ggi  dalam

ersama dengan
adanya Undang -
Undang ini dapat
mencerminkan

17 Nabila Septia Imani, “Politik Hukum Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan
Perspektif Maslahah” (Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara, UIN
SUNIVERSITAS ISLAMNEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI,
PURWOKERTO, 2023), https://repository.uinsaizu.ac.id/19111/1/.
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No Nama Judul Metode Kesimpulan
Penelitian,
Teori

kemaslahatan di
dalamnya  dan
jika terjadi
pengabaian
meaningfull
participation
akan membentuk
produk  hukum
ortodoks,
konservativ,
elitis yang akan

Politik
Hukum

erkembang.
Meskipun
perubahan-
perubahan

8 Ardiansah et al, “POLITIK HUKUM PERUBAHAN
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG Pendahuluan Hak Asasi
Manusia Pada Dasarnya Ada Sejak Manusia Dilahirkan Karena Hak
Tersebut Melekat Sejak Keberadaan Manusia Itu Sendiri . Akan Tetapi
Persoalan Hak Asasi Manusia Baru Mendapat Perhatian,” Teaching and
Learning Journal of Mandalika 4, no. 2 (2024): 146-63.



78

No Nama Judul Metode Kesimpulan
Penelitian,
Teori
tersebut

bertujuan untuk
menyeimbangka
n antara
kebebasan
berekspresi  dan
tanggung jawab
hukum, serta
memperjelas
ketentuan yang

potensi
lahgunaan
menjadi
ang perlu
diwaspadai
iperbaiki.

U ITE. Di mana
dalam proses perubahan UU ITE tersebut diwarnai
kritis tajam dari masyarakat yang menyoroti
minimnya partisipasi publik dalam setiap agenda
pembahasannya, sehingga produk hukum yang lahir
dari proses pembahasan yang tertutup itu Kkurang
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merepresentasikan kehendak rakyat dengan masih
mempertahankan pasal multitafsir.

~\vf



80

F. Kerangka Teoritik

1. Konfigurasi Politik dan Produk Hukum
Mahfud MD mengutarakan dalam
pendapatnya yang berdasar pada hipotesis jika
politik determinan terhadap hukum maka dapat
disimpulkan bahwa hukum adalah produk politik.
Berangkat dari hal tersebut dalam praktiknya

kum ialah
rasanya

politik _ akan
kum, di mana po
bas sedangkan hu

ir pada negara
yang m litik otoriter.”
Namun, dalam realita empirisnya tidak ada
satupun negara di dunia yang mengikuti bentuk
teoritis secara penuh. Seperti dalam negara

19 Mahfud Md, Politik Hukum Di Indonesia, 21.
2 1bid hal.22
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demokratis sering timbul gejala otoritarianisme
dan sebaliknya di negara dengan rezim
otoritarianisme tidak dapat dimaknai tunggal
karena tidak dapat disamakan satu dengan yang
lainnya. Oleh alasan tersebut, tidak ada negara
yang betul-betul memiliki konfigurasi politik
demokratis atau otoritarian, namun tetap dapat
diidentifikasikan asarkan kedekatannya pada

rakyat untuk
menentukan
j ditetapkan
ik melalui
ih secara
tara wakil
memiliki

wakil rakyat
Ditinjau melalui h

politik
i penting yang

seperti ini elit mendorong untuk memaksa klaim
persatuan, menghapus oposisi terbuka, adanya
control dominan dari pimpinan negara dalam
setiap kebijakan, dan adanya doktrin yang
menyokong konsentrasi kekuasaan politik;

c. Produk hukum responsif atau populistik yakni
produk hukum yang memenuhi harapan
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masyarakat dan menunjukkan rasa keadilan
yang selama tahap pembuatannya,
memungkinkan partisipasi penuh dari kelompok
sosial dan individu, dan hasilnya bertindak
berdasarkan kebutuhan masyarakat;

d. Produk hukum konservatif, ortodoks, atau elitis
yakni produk hukum yang isinya
merepresentasi visi sosial dari elit politis

instrumentalis dan lebih

pemerintah. Produk
dari  tuntutan
partisipasi

dalam

suatu politik

atau~ otoriter, a dapat
tiga" pilar, demokr indikator

konfigurasi poli emokratis
hukum negara nasional
oleh Lembaga p I an partai

berperan aktif, pers serta
kutif yang tidak

entukan produk
hukum bersifat responsive atau konservatif yakni
pertama melihat dalam proses pembuatannya,
produk hukum responsif bersifat partispatif selama
proses pembuatannya, fungsinya menunjukkan
bahwa produk hukum ini aspiratif sesuai dengan
keinginan masyarakat yang dilayani, dan
kemungkinan penafsiran menunjukkan bahwa
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produk hukum responsif hanya memberi sedikit
ruang pemerintah untuk membuat penafsiran
sendiri melalui berbagai penafsiran pelaksana.
Namun, produk hukum konservatif bersifat
sentralistik, positive-instrumentalis, dan
multitafsir.

G. Metode Penelitian

tif dilakukan dengan

¥ ada. Pendekatan
historis dilakukan dengan menelaah dasar
pemikiran apa yang digunakan dan melihat pada
perkembangan isu terkini, pendekatan ini berfokus

2L Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pe (Mataram:
Mataram Uiversity Press, 2020), 45.

2 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke
(Jakarta: Kencana, 2021), 133.
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pada dasar perubahan kedua UU ITE. Terhadap
pendekatan konseptual penulis bersandar pada teori
atau doktrin konfigurasi Politik yang dalam
penelitian ini untuk menganalisis pembuatan UU
ITE yang dilakukan perubahan kedua dari segi
politik hukum, sehingga nantinya diharapkan
doktrin dan pandangan tersebut dapat digunakan
masalah yang ada dengan

Republik

hun 2011
i dengan

11 Tahun 2008
sebagaimana diubah terakhir kali dengan
Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik;

4) Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa;
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5) Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN
Jkt. Tim;

6) Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN
Jkt.Tim

7) Putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG

8) Surat Presiden Nomor R-58/PRES/12/2023;

9) Keputusan Bersama Menteri Komunikasi

b, Jaksa Agung, dan Kepala

29, 154 KB/2/V1/2021

g Perubahan
g Nomor 11
asi Dan Transak
ukumy sekunder
an semua hal te m namun
okumen 'resmi ya

Undang-

ang ilmu politik
dan hukum tatanegara.

2) Berbagai jurnal ilmiah hukum dan makalah
hukum yang berkaitan dengan konfigurasi
Politik dan produk hukum, serta artikel yang
membahas terkait dengan UU ITE.

3) Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah
Akademik RUU tentang Perubahan Kedua
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atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Beberapa  tahapan  digunakan  untuk
mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini,
yakni semua bahan hukum yang terkumpul
diinventarisasi, diidentifikasi, diklasifikasikan dan
dilakukan sistem i supaya tidak tumpang

k analisis Preskri i an untuk
is bahan huk

kaidah hukum
baik d um, dan prinsip
hukum serta dengan doktrin atau teori hukum yang
sesuai dengan isu yang diteliti, dengan
menggunakan pola penalaran hukum Deduktif

23 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 66.
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yang menarik kesimpulan dari sesuatu yang umum
menuju pada hal yang lebih terperinci.**

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang
memuat beberapa subbab tersendiri yang bertujuan
agar penyusunan penulisan ini lebih sistematis, yakni
ditulis dengan sistem berikut:

apa yang
penulis memb ini dan
ian ini" diperluk rumusan
memuat perm ng akan
dalam__pembah
si mengenai apa
a penelitian ini.
mebahas terkait
retis maupun pr

Keenam, kerangka teoretik yang berisi terkait dengan
pola pikir yang penulis gunakan dengan bantuan teori
yang relevan dalam memecahkan masalah atau
sebagai solusi dalam penelitian ini. Ketujuh, metode
penelitian berisi mengenai langkah-langkah yang akan

2 ibid.
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penulis tempuh dalam rangka pengumpulan data dan
analisa permasalah penelitian terkait. Kedelapan,
berisi sistematika pembahasan sebagai gambaran bagi
penulis dalam langkah awal penelitian.

Bab Il merupakan penjabaran terkait dengan
landasan teoritis dan konseptual yang penulis pilih,
dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori
Konfiguasi Politik da

penelitian ini

rasi politik dan p Undang

masi. dan Transak :
merupakan p g Dberisi

n saran dari penul penelitian

kukan terkait den
dalam peneliti




BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menjawab dua permasalah
utama yang penulis teliti:

Pertama, konfigurasi politik yang digunakan dalam
pembuatan produk huku U ITE revisi kedua lebih
condong pada kutub | politik tidak demokratis
atau otoriter, den

lagi  aktif
pers yang

enyasar para jur
isi ‘’kedua undan E adalah
usulan ga ‘eksekutif. S ini peran
ekseku enentukan mat Uu ITE
terbaru ar, belum lagi a kondisi
pemeri , di mana hampir a oposisi,

produk huku

enjadikan produk
hukum UU ITE berkarakter tidak responsive atau produk
hukum UU ITE memliki kecondongan Kkarakter
konservatif/ortodoks/elitis setelah dipakai tiga indikator
untuk menentukan tipe karakter produk hukum UU ITE.
Tiga indikator yang dipakai untuk mengidentifikasi yang
pertama terkait proses pembuatan hukum yang tidak
partisipatif karena minim partisipasi publik yang

76
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bermakna, sifat fungsi hukum yang ternyata tidak aspiratif
terhadap keinginan publik sebab masih dipertahankannya
pasal-pasal karet, dan terakhir kemungkinan penafsiran
yang nyatanya masih membuka peluang adanya penafsiran
berbeda oleh pemerintah atau penegak hukum lainnya.
Akibat hukum yang timbul yakni terjadi perubahan
keadaan hukum vyang semula berada pada kutub
konfigurasi politik demokraliis ke arah yang lebih otoriter,
sehingga menimbulk b demokrasi yang ada di
Indonesia peraturan
hukum yang
b senjata  bagi
belakang
stabilitas
gsa akan

atau peraturan
badan harus
rtisipasi  publik kna, agar
enggaraan pemerj

menjaga iklim
bernegara dal erintah baik dari
legislative maupun Lembaga eksekutif harus membangun
dan menjaga iklim politik tetap berada dalam konfigurasi
politik yang demokratis agar produk hukum yang hadir
berkarakter responsive.

Terkait produk hukum UU ITE vyang belum
responsive, diperlukan revisi lebih lanjut terhadap pasal-
pasalnya, agar tidak multitafsir. Sebab UU ITE harus
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dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi
masyarakat seperti dalam tujuan awal dibentukknya bukan
justru sebagai alat pembungkaman sipil yang vocal
mengkritisi kebijakan pemerintah.

~\vf
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